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	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	
	

	
	
	

	ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
	
	

	
	
	

	Menimbang :
	
	

	a. bahwa untuk memberikan standar penyusunan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang berkualitas tinggi, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun … tentang Penyusunan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
	
	

	b. bahwa sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk pasar modal serta harmonisasi dengan standar akuntansi internasional melalui program konvergensi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) ke international financial reporting standard (IFRS), perlu penyempurnaan standar dan pedoman akuntansi yang berlaku;
	
	

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik;
	
	

	
	
	

	Mengingat : 
	
	

	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun … tentang Penyusunan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...  Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
	
	

	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	

	
	
	

	Menetapkan : 	
	
	

	PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.
	
	

	
	
	

	BAB I
	
	

	KETENTUAN UMUM
	
	

	
	
	

	Pasal 1
	
	

	Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	
	

	1. Emiten atau Perusahaan Publik adalah:
	
	

	a. pihak yang melakukan penawaran umum; atau
	
	

	b. perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,
	
	

	yang menyajikan laporan keuangan, baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian.
	
	

	2. Ketentuan Akuntansi di Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon yang selanjutnya disebut Ketentuan Akuntansi adalah ketentuan mengenai perlakuan akuntansi di pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang pengaturannya sejalan dengan standar akuntansi keuangan atau standar laporan keuangan dan bertujuan untuk keterbukaan dan pelindungan investor publik.
	
	

	3. [bookmark: _GoBack]Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
	
	

	4. [bookmark: _Hlk178252857][bookmark: _Hlk178252866]Standar Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut SLK adalah kerangka prosedur yang mengatur penyusunan laporan keuangan agar tersusun secara konsisten, akurat, dan transparan.
	
	

	
	
	

	BAB II
	
	

	PENERAPAN PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI  
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
	
	

	
	
	

	[bookmark: _Hlk161211859]Pasal 2
	
	

	(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan penyusunan laporan keuangan untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	(2) Pedoman perlakuan akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik merupakan salah satu Ketentuan Akuntansi dan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
	
	

	(3) Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK atau SLK.
	
	

	(4) Dalam hal terdapat perubahan pada SAK atau SLK dan/atau terdapat SAK atau SLK baru setelah berlakunya Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, penyusunan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan SAK atau SLK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	
	
	

	BAB III
	
	

	KETENTUAN PENUTUP
	
	

	
	
	

	Pasal 3
	
	

	(1) Kewajiban penyusunan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027.
	
	

	(2) [bookmark: _Hlk190113043]Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	
	



